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ABSTRACT

The increase of the conversion of the rice field lands become a big problem
that can affect the decrease in rice supply staple food suply. The policy released by
the government is to control the conversion of paddy fields, namely by stipulating
LSD. However, the problem that occurs is the incompatibility of the LSD data with
the RDTR and land use. This study aims to map the suitability of LSD with existing
land use and RDTR, as well as the impacts of its incompatibility.

The research method used is a sequential explanatory mixed-method with
a spatial approach analysis. Data collection techniques involve image
interpretation, observation, interviews, and document studies. The data analysis
technique used is the overlapping technique with the matching method.

The results of this study are: (1) the suitability of LSD with existing land
use is 482.706 Ha or 95.796% and the non-compliance is 21.185 Ha or 4.204%;
(2) the suitability of LSD with RDTR is 242.359 Ha or 48.097% and 261.533 is
unsuitable; After actual verification, the suitability of LSD is 213,431 Ha or
74.817%, and 71,839 Ha or 25.183% is unsuitable; and (3) the impacts of LSD
incompatibility with RDTR include landowners being hindered in converting their
land, obstacles to investment development, and a reduction in the affected LSD
area.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketersediaan lahan sawah di Indonesia setiap tahun terus mengalami
penurunan. Menurut BPS (2018), pada tahun 2013 luas lahan sawah di
Indonesia adalah 8.128.499 Ha. Pada tahun 2014, luasnya menjadi 8.111.593
Ha dan pada tahun 2015 luas lahan sawah semakin menurun menjadi 8.087.393
Ha. Seperti halnya menurut Marwanti (2022), alih fungsi lahan sawah di
Indonesia berkisar antara 60.000-80.000 Ha setiap tahunnya. Jika lahan sawah
yang dialihfungsikan memiliki indeks panen padi sebesar 2,5-3% dan
produktivitas rata-rata sebesar 6 ton Gabah Kering Giling (GKG) per Ha, maka
dalam jangka waktu lima tahun, luas lahan sawah yang beralih fungsi mencapai
300.000-400.000 Ha dan menimbulkan kerugian hasil padi sebesar 1,8 juta-2,4
juta ton GKG.

Alih fungsi lahan sawah menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi
pertanian Indonesia dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi
penurunan pasokan beras saat ini (Marwanti, 2022). Pesatnya pertumbuhan
kegiatan pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk telah
meningkatkan pemintaan akan lahan, sedangkan luas lahan sawah tetap
(Badoa, Kapantow dan Ruauw, 2018). Alih fungsi lahan sawah menimbulkan
dampak pada: (1) berkurangnya lahan sawah produktif, yang bertentangan
dengan tujuan mencapai kemandirian pangan; (2) terjadinya peningkatan
terhadap impor bahan pangan; (3) terjadi kenaikan harga pangan; (4)
menurunnya jumlah peluang kerja dalam sektor pertanian; (5) bertambahnya
buruh tani dan petani gurem; dan (6) meningkatnya kerentanan sosial dan
pengangguran di daerah pedesaan (Sutaryono, 2016).

Aktivitas alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Bantul semakin
melonjak, terutama di Kapanewon Banguntapan, Sewon, dan Kasihan (Janti,
Martono dan Subejo, 2016). Kapanewon Kasihan merupakan kawasan

periurban karena berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Daerah



tersebut mengalami alih fungsi lahan sawah yang cukup tinggi, yaitu sebesar
4,8% dari total luasan lahan sawah sebelumnya dari tahun 2014 sampai 2019
(Rahmasari, 2019).

Beberapa faktor yang memicu alih fungsi lahan sawah di Kabupaten
Bantul, antara lain: (1) jumlah penduduk yang meningkat; (2) kebutuhan lahan
nonpertanian yang meningkat, seperti sektor industri, perdagangan, dan jasa;
(3) keadaan sawah yang terjepit, yakni lahan yang kecil dan tidak dapat
diakses; (4) desakan kebutuhan hidup dan nilai ekonomi yang lebih tinggi jika
lahan digunakan untuk sektor nonpertanian; (5) tingginya pembagian lahan
karena warisan; (6) faktor fisik seperti jenis tanah, kelas lereng, sistem irigasi,
dan jarak dari permukiman atau penggunaan lain; (7) kemarau yang
berkepanjangan dan kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk atau
pestisida yang berlebihan serta polusi air irigai; dan (8) Anggaran yang
dialokasikan untuk sektor pertanian kurang besar karena lebih diutamakan pada
pembangunan sektor non-pertanian (Janti, Martono dan Subejo, 2016).

Menurut Purwantiningrum (2020), akibat dari meningkatnya laju alih
fungsi lahan sawah mengakibatkan produksi tanaman pangan menurun dan
menyempitnya area lahan sawah. Daya dukung lahan sawah di Kapanewon
Kasihan tergolong rendah, yaitu <1 yang artinya jumlah penduduk melebihi
jumlah optimal, sehingga lahan sawah yang ada belum mencukupi kebutuhan
pangan penduduknya. Menurut Aisyah (2020), luas lahan sawah di Kapanewon
Kasihan mengalami penyusutan sebesar 0,64% per tahun (20,30 Ha per tahun).
Apabila alih fungsi lahan sawah tidak segera dicegah, maka lahan sawah di
Kapanewon Kasihan diperkirakan akan habis pada tahun 2050.

Terobosan kebijakan untuk mengatasi laju alih fungsi lahan sawah yang
tinggi adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019
tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Peraturan presiden tersebut
dikeluarkan dengan tujuan untuk: (1) mempercepat penetapan peta lahan sawah
yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan
sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional; (2) mengendalikan alih

fungsi lahan sawah yang semakin pesat; (3) memberdayakan petani agar tidak



mengalihfungsikan lahan sawahnya; (4) menyediakan data dan informasi lahan
sawah untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Terpadu
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih
Fungsi Lahan Sawah menjelaskan bahwa Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)
merupakan lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui
sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Penetapan LSD diatur melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata
Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02/X11/2021
tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Keputusan
menteri tersebut menetapkan kawasan LSD seluas 3.836.944,33 Ha yang
digunakan sebagai bahan bagi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam penatapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B) pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR). Kawasan LSD yang ditetapkan di Kabupaten Bantul
berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN tersebut, yaitu seluas 14.457,72
Ha. Sedangkan di Kapanewon Kasihan, luas LSD yang ditetapkan, yaitu seluas
503,891 Ha.

Kebijakan yang mengatur penataan ruang Kapanewon Kasihan diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Kasihan Tahun 2018-
2038 sebagai arahan dalam penataan BWP Kasihan sebagai kawasan
pengembangan ekonomi kreatif. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai wujud tindak lanjut
dari Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN tentang Penetapan Peta Lahan Sawah
yang Dilindungi.



Kelemahan dalam aspek regulasi maupun peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat maupun daerah biasanya terletak pada tidak sejalan atau
selarasnya dengan peraturan terkait dan tidak saling memperhatikan antara
peraturan satu dengan peraturan yang terkait sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum (Pitaloka, 2020). Permasalahan yang terjadi saat ini,
yaitu adanya kawasan LSD yang tidak sesuai dengan RDTR dan penggunaan
tanah eksistingnya. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, terdapat beberapa
permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IP2T) di Kapanewon Kasihan
dari tanah pertanian menjadi nonpertanian yang sesuai dengan RDTR namun
masuk dalam kawasan LSD. Seperti halnya yang disampaikan oleh Situmorang
(2023) bahwa permasalahan ketidaksesuaian LSD dengan Rencana Tata Ruang
(RTR) terjadi terutama pada RTR dengan kawasan peruntukan industri,
kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman perkotaan
sehingga ditindaklanjuti dengan pelaksanaan verifikasi faktual dan klarifikasi
dalam rangka perubahan peta LSD tersebut.

Hal tersebut menarik untuk dibahas karena adanya tanah nonpertanian
dan peruntukan dalam RDTR untuk kawasan nonpertanian, namun ditetapkan
sebagai LSD. Berdasarkan fakta dan kenyataan mengenai data LSD tersebut,
peneliti tertarik untuk menganalisis kesesuaian LSD terhadap RDTR dan
penggunaan tanah eksisting serta dampak ketidaksesuaiannya tersebut di

Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat
beberapa rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti agar dapat
menjawab permasalahan yang terjadi dalam penelitian. Rumusan masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap
Penggunaan Tanah Eksisting di Kapanewon Kasihan?
2. Bagaimana kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana

Detail Tata Ruang Kapanewon Kasihan?



3. Bagaimana dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi

terhadap Rencana Detail Tata Ruang di Kapanewon Kasihan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang

ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Mengetahui kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap
Penggunaan Tanah Eksisting di Kapanewon Kasihan.

Mengetahui kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana
Detail Tata Ruang Kapanewon Kasihan.

Mengetahui dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi

terhadap Rencana Detail Tata Ruang di Kapanewon Kasihan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
secara ilmiah pada kajian informasi terkait kesesuaian Lahan Sawah yang
Dilindungi terhadap penggunaan tanah eksisting dan Rencana Detail Tata
Ruang.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai bahan analisis untuk melakukan evaluasi ataupun tinjauan kembali
terkait kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap penggunaan tanah

eksisting dan Rencana Detail Tata Ruang.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Penggunaan Tanah di
Kapanewon Kasihan ditemukan bahwa untuk kesesuaian LSD terhadap
penggunaan tanah seluas 482,706 Ha atau sebesar 95,796% dan tidak
sesuai seluas 21,185 Ha atau sebesar 4,204% dari total keseluruhan, yaitu
seluas 503,891 Ha yang ditetapkan sebagai kawasan LSD. Hal tersebut
menunjukkan bahwa LSD masih sesuai dengan penggunaan tanah
eksisting di Kapanewon Kasihan.

Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Detail Tata
Ruang Kapanewon Kasihan ditemukan bahwa seluas 242,359 Ha atau
sebesar 48,097% sesuai antara LSD dengan RDTR dan yang tidak sesuai
seluas 261,533 Ha atau sebesar 51,903% dari dari total keseluruhan, yaitu
503,891 Ha yang ditetapkan sebagai kawasan LSD melalui Keputusan
Menteri ATR/Ka-BPN Nomor 1589/SK-HK.02/X11/2021. Setelah
dilakukan verifikasi aktual, ditemukan bahwa luas kesesuaian LSD
terhadap RDTR seluas 213,431 Ha atau sebesar 74,817% dan yang tidak
sesuai seluas 71,839 Ha atau sebesar 25,183% dari total keseluruhan lahan
yang dipertahankan sebagai LSD, yaitu seluas 285,271 Ha. Dengan
demikian, untuk kawasan yang tidak sesuai dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

. Dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana

Detail Tata Ruang di Kapanewon Kasihan, antara lain: a) pemilik tanah
terhambat dalam mengalihfungsikan tanahnya; b) terhambatnya
pembangunan investasi; dan ¢) berkurangnya luas LSD. Adapun alternatif
penyelesaiannya, antara lain: a) pemberian insentif bagi pemilik
tanah/petani yang tanahnya terkena LSD; b) dikeluarkannya lahan dari
LSD yang tidak sesuai dengan RDTR; dan c) peninjauan kembali RDTR.
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B. Rekomendasi

1.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat menggunakan atau dapat
memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengetahui luasan dan letak
sebaran LSD yang tidak sesuai dengan RDTR. Selain itu, perlu dilakukan

peninjauan kembali untuk merevisi RDTR yang tidak sesuai dengan LSD.

. Pemerintah sebaiknya perlu memberikan insentif bagi petani yang

terdampak LSD, seperti dibebaskan untuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dan pemberian insentif pupuk bersubsidi.
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